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Jakarta, 04 Oktober 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Judicial review tentang Pasal
162, ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan
agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (04/10) pukul 13.30 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Emir
Moeis dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukumnya.

Dalam Permohonannya Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan
keadilan sebagaimana tertuang dalam pasal 28 D UUD 1945. Hal ini menghilangkan hak konstitusional
Pemohon untuk memperoleh proses penegakan hukum pidana yang benar dan adil.

Norma yang diuji berbunyi:

Pasal 162 ayat (1):

“Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang
sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya
atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah
diberikannya itu dibacakan;”

Pasal 162 ayat (2):

“Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan
nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;”

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berpendapat maka seorang saksi boleh tidak hadir di persidangan
dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Namun, keterangannya itu sama nilainya dengan
saksi yang hadir dipersidangan. Ketentuan ini berpotensi menghilangkan hak konstitusional seorang
terdakwa. Bahkan, rentan diselewengkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebab keterangan saksi tersebut
tidak bisa dibantah oleh saksi-saksi yang lain, tidak bisa dikonfrontir dengan keterangan yang lain, tidak
bisa ditanya oleh terdakwa, bahkan hakim pun tidak bisa bertanya dan melihat ekspresi ketika orang
tersebut memberikan kesaksiannya.

Selain itu pasal tersebut tidak lagi relevan, seiring dengan perkembangan teknologi jka pun ada seorang
saksi yang tidak bisa datang ke persidangan karena alasan sesuai dengan UU a quo, maka dapat
dilakukan via komunikasi visual. (ASF)
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